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Abstrak

Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah salah satu program dari BKKBN yang memberikan
pemahaman dan kesadaran kepada remaja untuk menikah diusia yang ideal agar terhindar dari pernikahan
dini, dari banyaknya faktor penyebab pernikahan dini sehingga perlu diatasi melalui program Pendewasaan
Usia Perkawinan, dalam implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3AP2KB teridentifikasi
bahwa ada beberapa kendala dan permasalahan dalam implementasi program pendewasaan usia perkawinan.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa
implementasi program pendewasaan usia perkawinan belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
karena pertama pencapaian sasaran belum teratasi, hal ini dilihat dari kurangnya partisipasi kelompok dalam
pelaksanaan sosialisasi, kedua keterlambatan dalam pelaporan dan pencatatan sehingga banyak dari anggota
BKR dan PIKR, ketiga pelatihan untuk kelompok BKR belum terlaksana ditingkat Kota Bengkulu karena
terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program pendewasaan usia perkawinan. Maka dari itu,
penelitian ini penting dilakukan karena masih ada kendala dalam implementasi program Pendewasaan Usia
Perkawinan sehingga nantinya akan diidentifikasi terkait masalah dan penyebab dari belum tercapainya tujuan
yang ditetapkan dari implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Perlindungan Anak

Pendahuluan
Pernikahan yang dilakukan diusia dini tentu memiliki dampak buruk bagi perkembangan remaja karena

usia yang masih belia diharuskan untuk menikah dan dituntut kehidupan berumah tangga. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Badan
Dunia untuk anak-anak tahun 2020 mengemukakan bahwa angka prevelensi pernikahan dini masih tinggi yaitu
sebesar 11,21 persen. Diperkirakan sebesar 1.220.900 perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya
terjadi sebelum berusia 18 tahun. Pada tahun 2022 ini, Indonesia berada diurutan ke delapan dan ke dua di
ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbesar. UNICEF menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan
ke-8 tertinggi dengan angka absolut “pengantin anak” sebesar 1.459.000 kasus (https://www.bps.go.id).

Besarnya jumlah pernikahan dini yang terjadi di Indonesia ternyata masih belum dapat diatasi dengan
baik sehingga pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat (1)
Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kebijakan pembangunan
keluarga melalui pembinaan ketahanan, dan kesejahteraan keluarga dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah
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Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana
Dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 24 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta
masyarakat melalui: a. pendewasaan usia perkawinan; b. pengaturan kehamilan yang diinginkan; c.
pembinaan kesertaan Keluarga Berencana; dan d. peningkatan kesejahteraan keluarga.

Program PUP sudah memberikan rekomendasi untuk remaja-remaja perempuan menikah pada usia
minimal 21 tahun dan minimal 25 tahun untuk anak laki-laki sehingga siap secara fisik, psikis, mental, sosiologis
dan harapannya juga secara ekonomi sehingga dapat membangun kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.
Diusia 21 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki merupakan usia yang matang bagi mereka
untuk melakukan pernikahan karena diumur tersebut sudah mampu secara mental dan psikologis serta
kecukupan finansial sehingga nantinya kehidupan berumah tangga dapat dijalankan dengan baik.

Salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus pernikahan dini terbesar yaitu Provinsi Bengkulu. Pada
tahun 2020 jumlah pernikahan dini di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 10.000 dan tahun 2021 naik menjadi
11.000, kemudian di tahun berikutnya turun menjadi 8.000 pernikahan dini (Linda Yulyani et al, 2023). Provinsi
Bengkulu sendiri merupakan provinsi dengan prevalensi pernikahan dini tertinggi di Pulau Sumatra yaitu sebesar
14,33% (Linda Yulyani et al, 2023). Besarnya jumlah pernikahan dini di Provinsi Bengkulu ini membawa
dampak buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan remaja baik dari segi mental, fisik dan psikologis.

Maka dari itu, penelitin ini dilakukan untuk menjawab mengapa implementasi program mengapa
implementasi program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam upaya mencegah pernikahan dini di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kota Bengkulu belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?

Metode penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2022).
Penelitian ini dianalisis berdasarkan implementasi kebijakan dari Riant Nugroho (2017) yang didasarkan pada
Peraturan Kepala BKKBN No 88/PER/F2/2012 Tentang sasaran BKR dan Peraturan Kepala BKKBN No
109/PER/F2/2012 Tentang sasaran PIKR. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling, teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling
mengetahui apa yang diharapkan) (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat
dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi (Sugiyono, 2022). Metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

Hasil dan diskusi
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa implementasi dalam program

pendewasaan usia perkawinan dalam upaya mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB belum tercapai sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan karena masih ada beberapa aspek yang belum tercapai dalam penelitian ini

yaitu aspek pelaksanaan, aspek pengawasan dan aspek evaluasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian
sebagai berikut, Aspek pertama dalam implementasi program pendewasaan usia perkawinan yang tidak
tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu aspek pelaksanaan. Pelaksanaan akan diidentifikasi
mengenai tahapan dari pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan yang dibagi menjadi dua yaitu dari
sasaran PIKR dan sasaran BKR, setelah mengetahui hasil dari tahap pelaksanaan maka akan mengetahui kendala
apa yang menyebabkan tidak tercapai tujuan program PUP ini, kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi
sumber daya yang dilihat dari sumber daya manusia yaitu para pelaksana program pendewasaan usia
perkawinan, dari sumber daya anggaran yang menjadi sumber dana dalam pelaksanaan program pendewasaan
usia perkawinan dan dari sarana prasarana yang menjadi penunjang dalam proses pelaksanan program
pendewasaan usia perkawinan ini.

Tahapan dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan di DP3AP2KB dengan sasaran BKR
yang mana dari mulai penggalangan kesepakatan yang dilakukan dengan musyawarah oleh para perangkat untuk
menyepakati terkait perencanaan pembentukan kelompok BKR, kemudian pembentukan kelompok yang mana
nantinya akan ada pembentukan kelompok BKR dengan mengisi formulir pesyaratan sehingga nantiya akan ada
kelompok BKR yang resmi dibentu untuk pelaksanaan sosialiasi PUP, kemudian adanya pelatihan untuk
kelompok BKR yang mana setelah terbentuknya kelompok BKR ini diperlukan adanya pelatihan dan orientasi
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bagi para kelompok dengan tujuan memahami teknis pelaksanaan dan teknis pencatatan nantinya, namun
pelatihan BKR belum dilaksanakan secara maksimal di tinkat kota dan pada tahap pelaksanaan sosialisasi yang
nantinya akan langsung terjun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Pendewasaan Usia
Perkawinan dengan sasaran BKR, namun masih ada beberapa kelompok yang tida berpartisipasi dalam sosialiasi
padahal sosialiasi ini sangat penting sebagai proses pemahaman bagi BKR, terakhir yaitu pencatatan dan
pelaporan atas pelaksanaan sosialiasi yang sudah dilakukan, pencatatan ini dilakukan oleh kelompok BKR setiap
1 bulan sekali dan wajib dilaporkan, namun pelaporan sering kali terlambat.

Tahap pelaksanaan teridentifikasi bahwa ada empat tahapan dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia
Perkawinan di DP3AP2KB dengan sasaran PIKR yang mana dari mulai penyusunan materi yang dilaksanakan
oleh KSPK, bidang KB dan melibatkan Duta Genre sebagai konselor sebaya remaja, kemudian
pelaksanaan promosi dan sosialiasi dilaksanakan dengan penyebaran informasi terkait PUP baik melalui
penyampaian langsung atau seminar dan bisa melalui media elektrnoik dengan mempromosikan program
PUP untuk diterapkan kepada remaja, namun dalam sosialiasi kepada kelompok PIKR masih ada yang
tidak hadir setiap pertemuan sehingga setiap minggu akan mengalami naik turun jumlah kelompok PIKR,
selanjutnya pelaksanaan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi metode tersebut digunakan dalam
penyebaran PUP kepada remaja, dan terakhir yaitu tahap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh
kelompok PIKR dengan mengisi setiap formulir pencatatan lalu dilaporkan ke PKB setiap bulannya, namun
masih ada beberapa kelompok tidak aktif dalam sosialiasi.

Anggaran dana untuk program PUP di DP3AP2KB Kota Bengkulu sudah dilakukan. Penganggaran dana
untuk semua program sudah dianggarkan setiap tahunnya yang berasal dari dana APBD KB. Sumber anggarana
program PUP ini berasal dari APBD program KB artinya sumber dana untuk program pendewasaan usia
perkawinan ini tidak secara khusus dibebankan untuk PUP karena dari APBD sendiri itu program-program KB
ada beberapa program salah satunya yaitu PUP ini sehingga program PUP memiliki keterbatasan dana dalam
pelaksanaannya karena APBD program KB harus mencukupi semua dana untuk program lainnya dibidang KB.
Selain itu diketahui bahwa dalam kegiatan BKR masih ada menggunakan dana pribadi untuk membeli dan juga
duta genre sering terlibat untuk mencari mitra-mitra yang ingin bekerjasama dalam membentu program PUP ini.

Dari SDM kecakapan dan kecukupan baik untuk PIKR dan BKR. Dari kecakapan bahwa sumber pengelola
kelompok belum mendapatkan pelatihan secara khusu mengenai program PUP ini, artinya bahwa kecakapan
sumber daya manusia program PUP belum tercapai karena pelatihan ini penting sebagai pembinaan kepada
setiap pendidik kelompok agar nantinya dapat membina kelompok dalam melaksanakan program pendewasaan
usia perkawinan ini. Kemudian untuk kecukupan summber daya manusia baik dari PIKR dan BKR sudah
tercukupi, hal ini dilihat dari buku panduan bahwa untuk BKR itu ada 3 pengelola dan PIKR 4 pendidik, sebelum
terbentuknya kelompok memang ada kesepakatan dan pengisian formulir persayaratan sehingga terkait dengan
kecukupan SDM PUP ini sudah tercukupi sebelum kelompok dibentuk.

Sumber daya sarana dan prasarana program PUP di DP3AP2KB Kota Bengkulu sudah terlengkapi dan
tercukupi. Hal ini dari hasil pengamatan dan wawancara dilokasi bahwa memang gedung, papan nama, dan
peralatan lainnya sudah disediakan dan memang sudah terpenuhi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan. Untuk PIKR dan BKR sendiri sarana dan prasarana ini sudah tertera dalam buku pedoman yang
memang harus diperlukan dalam program PUP ini yaitu ruangan yang cerah, tersedianya internet, lokasi yang
mudah dijangkau, papan nama dengan ukuran minimal 60x90 cm yang berisikan nama kelompok, jadwal
kegiatan dan materi yang disampaikan. Kedua pengawasan, pengawasan dilakukan agar bisa mengetahui apa
yang menjadi kendala, hambatan dari pelaksanaan suatu program dan kebijakan yang dijalankan, dengan adanya
pengaasan maka akan mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Tujuan pengawasan yaitu untuk
memastikan pelaksanaan tidak menyimpang dari perencanaan (Nugroho, 2018, h. 667). Aspek pengawasan pada
program Pendewasaan Usia Perkawinan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 69 Bab
V Tentang Pengawasan dan evaluasi Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/alikota melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga
Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga. Pengawasan program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) ini dilakukan untuk menilai dan meninjau implementasi program PUP di DP3AP2KB Kota
Bengkulu. Aspek pengawasan program PUP akan diidentifikasi melalui siapa pelaksana pengawasan, sistem
pengawasan dan hasil pengawasan tersebut.Berikut rincian aspek pengaasan program Pendewasaan Usia
Perkawinan di DP3AP2KB Kota Bengkulu.

Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh PLKB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan
melibatkan Duta Genre Kota Bengkulu, pengawasan ini dilakukan dengan meninjau dan memantau hasil dari
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pelaporan yang dikirim oleh tiap pengelola kelompok PIKR dan BKR, nantinya laporan akan diperiksa dan
dilihat apakah ada kendala dan juga hambatan selama pelaksanaan program PUP ini, namun pelaksana
pengawasan juga sering mendatangi langsung lokasi pelaksanaaan program PUP untuk melihat situati secara
langsung.

Sistem pengawasan program PUP dilakukan melaui pencatatan dan pelaporan di DP3AP2KB
dengan pelaporan 1 bulan sekali yang mana DP3AP2KB akan menerima hasil pelaporan dari PLKB yang
nantinya hasilnya akan ditindaklanjuti oleh DP3AP2KB Kota Bengkulu. Setiap kelompok kegiatan baik PIKR
dan BKR melakukan pencatan atas pelaksanaan kegiatan PUP selama dijalankan. Namun, ditemukan bahwa
masih sering terkendala dalam proses pengumpulan pencatatan karena masih ada beberapa pengelola yang
tidak memahami pengisian formulir pencatatan dan menghambat proses pelaporan yang dilakukan.

Hasil pengawasan ini dilihat dari hasil pencatatan dan pelaporan ke PLKB yaitu isi materi yang
disampaikan selama kegiatan dan jumlah kehadiran kelompok yang nantinya pencapaian jumlah kehadiran setiap
kelompok kegiatan baik PIKR/M dan BKR melakukan pencatatan kegiatan dan pelayanan yang dilakukan setiap
kali melaksanakan kegiatan ataupun pertemuan kelompok. Pencatatan dilakukan dengan mengisi informasi absen
kehadiran anggota kelompok, materi yang di sampaikan, beserta dokumentasi kegiatanya. Terakhir, Evaluasi
dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan promosi dan sosialiasi Program Pendewasaan Usia
Perkawinan yang sudah dilaksankan mencapai tujuannya sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Selain
daripada itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dari berbagai permasalahan
yang dihadapi dalam proses pelaksanaan promosi dan sosialiasi. Evaluasi pada program Pendewasaan Usia
Perkawinan dilihat dari dua komponen yaitu Output dan Outcome. Output merupakan indikator keberhasilan
yang diukur dari terlakananya sosialiasi dan promosi yang sudah dilaksanakan oleh DP3AP2KB kepada sasaran
PIKR dan BKR serta meningkatnya jumlah kelompok PIKR dan BKR pada saat pelaksanaan sosialisasi.
Sedangkan Outcome adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari berhasilnya ketercapaian output
terhadap meningkatnya sasaran dan terlakananya sosialasi PUP ini.

Output program PUP ini yaitu adanya pencapaian sasaran program PUP ini yaitu remaja usia 10-
24 tahun yang tergabung di PIKR dan orang tua yang mempunyai remaja di BKR. Kemudian terlaksananya
sosialisasi PUP ini kepada sasaran di kampung KB dan di sekolah sudah dilaksanakan secara rutin dan
diharapkan sosialisasi ini gencar dilakukan agar program PUP dapat menjadi upaya untuk remaja menecegah
pernikahan dini sehingga program ini dapat memberikan dampak positif dan terlaksana dengan baik sehingga
dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, bahaya pernikahan
dini dan masalah remaja penting lainnya terkhususnya tentang program PUP ini. Ditemukan bahwa sosialiasi
PUP tahun 2024 dengan sasaran PIKR dan BKR ini belum terjadi peningkatan sasaran karena dari tahap
pelaksanaan masih banyak anggota kelompok PIKR dan BKR yang tidak aktif berpatisipasi dalam sosialiasi
pendewasaan usia perkawinan. Kemudian pelaksanaan sosialisasi dari sasaran PIKR dan BKR sudah dilakukan
di Kampung KB dan sekolah-sekolah dengan tanggung jawab dari Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu.

Outcome dari program PUP ini yaitu bahwa dari program ini nantinya dapat memberikan dampak
positif terhadap remaja dengan mencegah terjadinya pernikahan dini. Seperti diketahui bahwa Kota Bengkulu
adalah salah satu daerah dengan jumlah pernikahan dini terbanyak sehingga implementasi program PUP
dalam upaya mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB Kota Bengkulu diharapkan dapat diatasi dengan peran
dari PIKR dan BKR sehingga nantinya para remaja dapat menerapkan program 2125 keren untuk
mempersiapkan masa depan yang lebih baik sehingga menjadi generasi emas di tahun 2045 nantinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berpedoman pada implementasi kebijakan Riant
Nugroho (2017), dapat disimpulkan bahwa implementasi program pendewasaan usia perkawinan dalam upaya
mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB Kota Bengkulu belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Hal ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yang belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dari
tahapan pelaksanaan sasaran BKR ini terhambat di sosialisasi dimana para kader tidak seluruhnya ikut sosialisasi
sehingga sebagian dari BKR ini belum memahami mekanisme pencatatan dan untuk PIKR pun juga mengalami
permasalahan yang sama yaitu terkendala dibagian pencatatan dan pelaporan. Kemudian pada sub aspek
anggaran program PUP masih terbatas dan bergabung dengan anggaran program-program lainnya, dari SDM
belum terpenuhinya kecakapan dari pelaksana program karena tidak adanya pelatihan untuk pengelola.
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Kemudian sistem pengawasan yaitu pencatatan dan pelaporan masih mengalami kendala dimana kelompok BKR
yang masih belum memahami mekanisme pencatatan dan PIKR juga masih berkendala karena keterlambatan
yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar kelompok. Kemudian Outputnya yaitu hasil pencapaian
jumlah kelompok PIKR dan BKR masih belum ada kenaikan karena dari tahap pelaksanaan sosialisasi masih ada
beberapa anggota yang tidak hadir sehingga outcomenya belum ada penurunan angka pernikaan dini. Maka
untuk tercapainya implementasi program PUP dalam upaya mencegah pernikahan dini di DP3AP2KB Kota
Bengkulu dimasa mendatang, maka penulis menyarankan meningkatkan koordinasi antara sesama kelompok
agar tetap aktif dan dan berpastisipasi dalam kegiatan sosialiasi PUP, memperluas jalinan ikatan kerja sama
bersama mitra sehingga dapat membantu dalam meningkatkan anggaran program PUP, meningkatkan koordinasi
dan pemantauan terhadap kelompok BKR dan PIKR dalam melakukan laporan hasil kegiatan, memperluas
jangkuan dalam melaksanakan kunjungan kelapangan untuk meningkatkan
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